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ABSTRAK 

 

Judul Skripsi : SANDERA BADAN TERHADAP PENUNGGAK PAJAK 
BERDASARKAN UNDANG-UNDANG  NOMOR 19 
TAHUN 2000 (Analisis Kasus Putusan Mahkamah 
Agung Nomor 54 K/PID.SUS/2014) 

 

Nama / NPM : Kasimin / 1107350075 

 
Pajak memberikan kontribusi utama terhadap sumber pendapatan Negara yang 
digunakan untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum berhubungan 
dengan tugas Negara yang menyelenggarakan pemerintahan.Sebagai Negara 
yang menganut ajaran teori legisme,maka setiap tindakan yang berkaitan 
dengan kepentingan Negara harus memilki landasan yuridis yaitu peraturan 
perundang-undangan.  Upaya Membangun penegakan hukum pajak yang 
konsisten merupakan salah satu cara agar ketentuan hukum perpajakan dapat 
ditaati dan dipatuhi oleh wajib pajak. Penagihan secara aktif ini merupakan salah 
satu upaya penegakan hukum yang dilakukan oleh Direktorat Jenderal Pajak 
untuk menciptakan keadilan atas pemenuhan kewajiban perpajakan. Terdapat 
tiga pilar penegakan hukum yang dilakukan oleh Direktorat Jenderal Pajak, yaitu: 
pemeriksaan, penagihan, dan penyidikan. Penyanderaan (gijzeling) adalah 
bagian dari proses penagihan. Pelaksanaan penyanderaan hanya dapat 
dilakukan berdasarkan Surat Perintah Penyanderaan yang diterbitkan oleh 
Kantor Pelayanan Pajak seketika setelah diterimanya izin tertulis dari Menteri 
Keuangan yang dikirim melalui Direktur Pemeriksaan, Penyidikan dan Penagihan 
Pajak Kantor Pusat Direktorat Jenderal Pajak atau oleh Gubernur Kepala Daerah 
Tingkat I. Rumusan masalah yang penulis bahas dalam skripsi ini adalah : (1) 
Bagaimana penerapan sandera badan bagi penunggak pajak ? dan (2) 
Bagaimana kendala penerapan sandera badan bagi penunggak pajak?. Metode 
penelitian yang penulis gunakan bersifat deskriptif dengan menggunakan metode 
yuridis normatif, yaitu memberikan gambaran tentang penerapan sandera badan 
bagi penunggak pajak dan  kendala penerapan sandera badan bagi penunggak 
pajak berdasarkan peraturan perundang-undangan. Data yang diperoleh melalui 
studi kepustakaan atau data sekunder, terdiri dari bahan hukum primer berupa 
peraturan perundang-umdangan yang relevan dengan penilitian skripsi, 
utamanya yang mengatur tentang  penerapan sandera badan bagi penunggak 
pajak dan  kendala penerapan sandera badan bagi penunggak pajak  dan 
peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan masalah. 
Akhirnya penulis berkesimpulan bahwa Salah satu upaya law enforcement di 
bidang perpajakan itu adalah  penyanderaan (gijzeling) atau paksa badan. 
Diharapkan dengan tindakan penyanderaan tersebut nantinya maka para 
penunggak pajak nakal akan tergerak untuk segera melunasi hutang pajaknya 
sebelum dilakukan penyanderaan terhadap penanggung pajaknya. 
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